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ABSTRACT

In the life of society and the state cannot be separated from the existence of
a leader. Leaders are a must in running life, given the importance of a group to
appoint leaders. Leaders are needed to run the government and realize the welfare
and security of the people. In a democratic system like Indonesia, the election of
leaders is carried out by means of general elections. However, in reality, the election
of leaders is undermined by the dirty practice of money politics. This research on
the hadith of money politics focuses on understanding the hadith of money politics
and contextualizing it with the phenomenon of money politics in the context of
general elections in Indonesia.

This research is presented to discuss the understanding and
contextualization of the hadith of money politics. This research is qualitative in
nature by using the theory of Nurun Najwah, and using the type of data (library
research). The formulation of the problem taken in this study is how to understand
the hadith narrated by Bukhari No. 6786 and how to contextualize it in a
phenomenon that occurs in Indonesia. In answering the formulation of the problem,
the author uses an understanding of hadith using the theory of Nurun Najwah in his
book Ilmu Ma’anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi.

The results of this study indicate that the hadith about money politics
narrated by Bukhari contains the obligation to choose leaders in a good way and
prohibits and threatens not to choose leaders because of worldly rewards or in the
current era called money politics. This shows that money politics is a form of crime
in Islam. In its contextualization, the hadith of the prohibition of money politics is
in line with the democratic system of elections in Indonesia. This is outlined in the
General Election Law of 2017. So with a common understanding of the prohibition
of politics, it is hoped that it can reduce the practice of money politics that is
rampant in general elections in Indonesia.

Keywords: Hadith, Money Politics, General Elections
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ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari
adanya seorang pemimpin. Pemimpin adalah suatu keharusan dalam menjalankan
kehidupan, mengingat pentingnya suatu golongan untuk mengangkat pemimpin.
Pemimpin diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan
kesejahteraan dan keamanan rakyat. Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia,
pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara pemilihan umum. Namun dalam
kenyataannya pemilihan pemimpin justru dicederai dengan praktik kotor politik
uang. Penelitian tentang hadis politik uang ini berfokus pada pemahaman hadis
politik uang dan mengkontekstualisasikan dengan fenomena politik uang dalam
konteks pemilihan umum di Indonesia.

Penelitian ini disajikan untuk membahas mengenai pemahaman dan
kontekstualisasi hadis politik uang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan
menggunakan teori dari Nurun Najwah, dan menggunakan jenis data (library
research). Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana
pemahaman  hadis riwayat Bukhari No. 6786 dan  bagaimana
mengkontekstualisasikannya dalam sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia.
Dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan pemahaman
hadis menggunakan teori dari Nurun Najwah dalam bukunya [lmu Ma’anil Hadis:
Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang politik uang
yang diriwayatkan oleh Bukhari berisi tentang kewajiban memilih pemimpin
dengan cara yang baik dan melarang dan mengancam untuk tidak memilih
pemimpin karena imbalan duniawi atau pada era kini disebut dengan politik uang.
Hal ini menunjukkan bahwa politik uang merupakan sebuah bentuk kejahatan
dalam Islam. Dalam kontekstualisasinya, hadis larangan politik uvang ini sejalan
dalam sistem demokrasi pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam
Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017. Maka dengan adanya kesamaan
pemahaman mengenai larangan politik diharapkan dapat mengurangi praktik
politik uang yang marak dalam pemilihan umum di Indonesia.

Kata Kunci: Hadis, Politik Uang, Pemilihan Umum
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eratnya demokrasi dan pemilihan umum menjadikannya instrumen yang
penting bagi suatu negara dapat dipandang memiliki sistem demokratis. Pemilihan
umum menurut Matori Abdul Djalil adalah memberikan kepastian terhadap alih
kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of leader and power) secara konstitusional
untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif sebagai wujud dari pelaksanaan
kedaulatan rakyat di negara demokrasi yang menjadi pembentuk tatanan negara
yang lebih baik.! Sedangkan menurut A.S Hikam, pemilihan umum merupakan
sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana kepentingan warga negara untuk
mewujudkan wakil-wakil mereka. Selain itu pemilihan umum juga menjadi sarana
untuk  memberikan dan memperkuat legitimasi pemerintah  sehingga
kebijaksanaannya, keberadaannya, dan program-program yang dibuat dapat
diwujudkan lebih mudah dan mempunyai ikatan yang kuat.?

Pemilihan umum lahir dengan tujuan untuk memilih para wakil rakyat
dalam mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat sehingga
pemilihan umum berfungsi untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing.

Selain pemilu presiden, pemilihan kepala daerah juga menjadi potret dari

! Matori Abdul Djalil, Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam masa
transisi (Jakarta: IPP, 1999), 33-35.

2 Syamsudin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1998), 7.



akomodasi atas partisipasi politik masyarakat terutama untuk memilih langsung
pemimpin daerahnya masing-masing. Partisipasi politik regional menjadi hal yang
penting untuk menghadirkan kehidupan demokratis di daerah sehingga kekuasaan
akan tetap desentralistik.

Konsepsi pemilihan pemimpin di dalam Islam tidak ditemukan secara
eksplisit di ayat-ayat al-Quran, akan tetapi prinsip di dalam al-Quran dapat menjadi
patokan seperti musyawarah dan prinsip kekuasaan yang amanah. Sejarah
kepemimpinan Islam juga dapat dijadikan sebagai referensi model peralihan
kekuasaan dan kepimpinan. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya pernyataan
“resmi” dari Nabi tentang pengganti beliau dalam pemerintahan yang
memunculkan model praktik pengangkatan yang dilakukan oleh khulafa’ ar-
rasyidin. Yusuf al-Qordhowi menjelaskan, esensi dari pemilu sebenarnya adalah
pemberitahuan dari rakyat kepada konstituen yang memberikan baiat atau
persetujuan dan rida terhadap seseorang yang dibaiat. Hal ini kemudian yang
terwujud dalam pemilu hari ini.*

Konsep pemerintahan yang diwujudkan melalui sistem demokrasi pemilu
sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam yaitu prinsip musyawarah dan prinsip
persamaan. Prinsip musyawarah menjadi sebuah prinsip yang penting bagi
masyarakat heterogen dengan berbagai macam perbedaan dalam kelompok
masyarakat maka dengan konsep musyawarah dapat dicari titik temunya. Adapun

prinsip persamaan dimanifestasikan dengan persamaan di bidang politik yang

3 Gun Gun Heryanto, ed., Literasi politik: dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia
pascareformasi, Cetakan pertama (Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 80.

4 ‘Abd al-Hamid al-Anshari, al- ‘Alam al-Islami bayna al-Syura waal-Dimugrathiyah
(Kairo: Dar al-Fikr al-Islam, 1992), 30 dan 324.



membawa konsekuensi bahwa semua warga mempunyai hak yang sama untuk
dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.® Oleh karena itu, kohesi antara Islam
dengan demokrasi pemilu terletak pada prinsip persamaan dalam kehidupan sosial
politik.

Perhelatan pemilihan umum yang menjadi indikator demokrasi bukan
sekedar partisipasi politik yang tinggi dalam artian menyalurkan representatif
mereka kepada wakilnya tapi juga harus bersih dari segala permasalahan yang akan
merusak tujuan dari esensi pemilu. Rendahnya integritas pemilu masih menjadi
agenda yang belum terselesaikan sehingga di dalamnya kerap kali melakukan
praktik kecurangan politik, seperti politik uang. Politik uang merupakan momok
terbesar dalam rekrutmen politik karena pemilu diharapkan melahirkan pemimpin
yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam kenyataannya malah
sering mempertontonkan perilaku kecurangan. Proses dari sebuah pemilihan
pemimpin yang cacat akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah dan korup.

Istilah politik uang mulai dikenal pada akhir 1990an untuk menggambarkan
praktik demokrasi di Indonesia. Walaupun istilah dari politik uang masih kabur,
namun kita mengenal istilah tersebut di alam reformasi sebagai praktik suap di
kalangan legislatif atau praktik jual beli suara. Saat ini kita mengenal politik uang
sebagai praktik transaksi yang dilakukan oleh konstituen terhadap pemilih, baik
dengan memberikan uang tunai, sembako, atau fasilitas lainnya agar khalayak

memilih konstituen tersebut.® Sebuah studi menemukan, bahwa selain praktik jual

5 Allan Fatchan Gani Wardhana, “Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif
Demokrasi Dan Islam,” Journal Of Islamic And Law Studies. vol. 4, no. 2.

® Gun Gun Heryanto, ed., Literasi politik: dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia
pascareformasi, Cetakan pertama (Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 81.



beli suara, konstituen juga acap kali memanfaatkan donatur politik (pengusaha)
serta sumber lain untuk bergabung sebagai “investor politik”. Investasi politik ini
bertujuan untuk memenangkan konstituen dalam pemilihan umum dengan imbalan
akan dijanjikan hak istimewa, seperti perlindungan ekonomi, politik, kemudahan
proyek dan sebagainya.

Indonesia yang menjadi negara demokrasi muda masih rentan akan
terjadinya politik uang. Secara prosedural, Indonesia telah merintis konsolidasi
demokrasi secara baik dengan pelaksanaan pemilihan umum dalam tingkat nasional
dan regional. Pelaksanaan pemilihan umum juga dilaksanakan mulai dari tingkat
legislatif dan eksekutif tertinggi yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
hingga pada pemilihan presiden dan wakil presiden hingga pada pemilihan kepala
desa. Banyaknya ajang dalam pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif
menjadikannya sebuah indikator sehatnya demokrasi di Indonesia, namun secara
faktual perkembangan demokrasi di Indonesia dihambat dengan praktik politik
uang. Politik uang yang terjadi dalam setiap pemilihan umum dianggap telah
menjadi sebuah kebiasaan bukan hanya di pemilihan legislatif dan eksekutif tetapi
juga terjadi pada pemilihan kepala desa.”

Praktik politik uang yang sering kali menciptakan korupsi ini telah menjadi
budaya di Indonesia dalam setiap perhelatan pemilu, pilkada, dan pilkades. Hal ini

sesuai dengan studi yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion

" Martinus Laia, Heri Kusmanto, dan Warjio Warjio, “Pengaruh Politik Uang dan Status
Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019,” PERSPEKTIF
10, no. 2 (8 Juli 2021)



Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project di
Asia Tenggara yang menunjukkan Indonesia berada di peringkat ketiga di dunia
yang paling banyak melakukan money politics atau politik uang.® Sedangkan survei
yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% masyarakat
Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia
mengaku menerima dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Itu
artinya sepertiga pemilih pada pemilu 2019 lalu terpapar praktik money politics.
Riset-riset yang dipaparkan di atas dikuatkan oleh Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) yang menerbitkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilu
2019 yang hasilnya, sebanyak 176 kabupaten atau kota masuk dalam kategori
rawan tinggi politik uang dan sisanya sebanyak 338 daerah masuk kategori rawan
sedang.®

Dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah diatur mengenai
larangan politik uang. Larangan politik uang diatur pada Pasal 280, Pasal 286, Pasal
284, Pasal 515, dan Pasal 523 dengan sanksi pidana mulai dari 3-4 tahun dan denda
36-48 juta. Meski ketentuan UU Pemilu telah mengatur larangan politik uang,
namun praktik politik uang tetap ada.

Kemudian pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan

fatwa haram mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan

8 Pahlevi, Moch Edward Trias, dan Azka Abdi Amrurobbi. “Pendidikan Politik dalam
Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” Integritas : Jurnal Antikorupsi, vol.
6, no. 1, Juni 2020, hal. 141-52.

® Pahlevi, Moch Edward Trias, dan Azka Abdi Amrurobbi, “Pendidikan Politik dalam
Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” Journal Of Islamic And Law Studies
4, no. 2 (2020).



pilihan dalam suatu pemilihan umum.?® Permintaan dan atau pemberian jabatan
terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik berhukum haram dan
termasuk suap. Politik uang yang bertujuan untuk melakukan praktik jual beli suara
dengan memberikan uang atau lainnya dengan tujuan agar memilih konstituen
dapat memengaruhi dan menyelewengkan sebuah sistem yang adil dan objektif.
Sebuah tindakan politik uang merupakan sebuah perbuatan yang batil atau
membatalkan perbuatan yang hak.

Politik vang ini sudah dilarang dalam Islam. Dalam ajaran Islam, politik
uang hukumnya haram dan dibenci oleh Allah. Larangan ini dijelaskan dalam hadis
riwayat Bukhari dalam Sahih al-Bukhari, kitab al-ahkam, bab: man baya’a rajulan

la yubayi’uhu illd liddunyd nomor 6786:
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Artinya: Abdan telah menyampaikan kepada kami, dari Abi Hamzah, dari al-
A’masy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: “Tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara
oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan menganggap mereka suci, dan bagi
mereka siksa yang sangat pedih (yaitu); (1) seseorang yang terus membiarkan
kelebihan air di jalan untuk mencegah ibnus sabil, (2) orang yang membaiat
pemimpin hanya untuk kepentingan duniawi, jika dia memberikan apa yang

10 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Poltik Uang, dalam

https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-
hukumnya-haram (diakses 22 September 2023)

11 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-ja’afi, Sahih al-Bukhari Kitab al-
ahkam, bab: man bdya’a rajulan la yubayi'uhu illd liddunyd (Damaskus: Dar Ibnu Kasir — Dar
Yamamah, 1993), Juz 6, 2636 Diakses dengan aplikasi Maktabah Syamilah
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https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnya-haram

diinginkan, dia setia. Tapi jika tidak memberikannya, dia tidak akan setia, (3) dan
seseorang yang melakukan transaksi jual beli dengan seseorang setelah asar, lantas
si pembeli bersumpah dengan nama Allah, bahwa ia pernah membeli dengan harga
sekian-sekian dan itu diberikan, lantas si penjual memberikannya
(membenarkannya), sehingga si pembeli bisa mengambilnya padahal sebenarnya
dengan harga tawarannya tak bisa mendapat barang.".

Dari penjelasan hadis di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga golongan
yang Allah tidak hiraukan pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang
membaiat pemimpinnya atas dasar mendapatkan harta dari pemimpin tersebut.
Pada teks hadis di atas pembaiatan seorang pemimpin karena menerima imbalan
suap dari pemimpin tersebut sesuai dengan definisi dari politik uang itu sendiri.

Selain pada hadis riwayat Sahih al-Bukhari No. 6786, terdapat hadis lain
yang melarang adanya politik uang, terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah, Sunan

Ibn Majah kitab al-ahkam bab at-taghlid fit al-haifi wa ar-risywah nomor 2313:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah
menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu
Abu Dzi'b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari
Abdullah bin Amr ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Allah melaknat penyuap dan penerima suap."

Selain dalam hadis, larangan politik uang juga dijelaskan dalam al-Quran

surat al-Baqoroh ayat 188:

12 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah kitab al-
ahkam bab at-taghlid fif al-haifi wa ar-risywah (Beirut: ar-Risalah al-*Alamiyah, 2009), Juz 2, 775.,
Diakses dengan aplikasi Maktabah Syamilah.
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Artinya: Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Kata al-Bathil merupakan derivasi dari kata al-buthlan yang berarti curang
atau merugikan. Menurut Quraish Shihab makna batil dalam ayat ini adalah segala
sesuatu yang tidak hak, yang tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan
dengan tuntunan walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.'
Sedangkan menurut tafsir al-Muyassar, yang dijelaskan oleh Kojin Mashudi,
keharaman atau larangan yang ada dalam ayat tersebut berupa mengambil yang
bukan miliknya, seperti penipuan, suap, curang, curian, dan berbagai transaksi yang
diharamkan.’®

Praktik politik uang sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan
sesuatu yang diharamkan dan pada saat yang sama orang yang melakukan juga
melanggar hukum yang ada di Indonesia. Larangan-larangan yang ada mengenai
politik uang sudah jelas termaktub dalam sistem bernegara dan juga dalam hukum
syariat Islam. Keharaman politik uang pada dasarnya merupakan upaya mencegah
kerusakan yang seharusnya membutuhkan berbagai upaya preventif untuk
meminimalisir politik uang yang dilakukan oleh semua kalangan. Upaya

pencegahan ini bertujuan untuk mengembalikan sistem pemilu yang adil dan

13 S. Al-Baqoroh ayat 188
14 Shihab, Tafsir al-Mishbah, hal 498.
15 Khojin Mashudi, Telaah Tafsir al-Muyassar (Malang: Intelegensia Media, 2020), 152.



obyektif di masyarakat serta melahirkan pemimpin atau wakil yang memiliki
amanat dan sesuai dengan representatif dari masyarakat.

Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi
mengakibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat ajang pemilu atau
acara seremonial politik sekedar sebagai ritual demokrasi (pemilu, pemungutan
suara, voting, kebebasan berpendapat, dan sebagainya) padahal esensi dari pemilu
adalah perbaikan kualitas kebijakan publik oleh pemangku kekuasaan dan hal itu

sering diabaikan.®

Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya
menjadi penyakit tambahan masyarakat terkait kesadaran akan pentingnya pemilu.
Maka apa yang ada dalam pikiran masyarakat terhadap pemilu hanya sebatas
prosedural yang harus dijalankan dan selama mereka mendapatkan untung atas
proses pemilihan pemimpin maka mengapa tidak untuk mereka ambil. Maka
kesemuanya ini menyebabkan politik uang menjadi merajalela dan menganggap
tidak ada yang salah dengan itu.

Konsep yang bagus mengenai pemilihan umum sebagai jembatan dalam
berdemokrasi yang diakomodasi oleh negara dan didukung oleh konsep syariat
Islam membuat kita seharusnya ikut menyukseskan perhelatan yang digulirkan dan
menjauhkannya dari hal yang berbau negatif. Namun perhelatan pemilu yang
semestinya menjadi pesta demokrasi malah dicederai dengan adanya politik uang

yang menjauhkannya dari tujuan adanya pemilu. Politik uang merupakan penyakit

yang membuat masyarakat tidak mempunyai orientasi politik secara independen

16 Sufyan, Royan Alawi, dan Dodo Widarda. "The Practice of Money Politics Ahead of
Elections in Hadith Review" Gunung Djati Conference Series, vol 4, 2021.
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dalam sebuah negara yang demokratis.!” Politik uang memiliki banyak ruang dalam
kejahatan seharusnya ditutup rapat-rapat sehingga masyarakat dapat menikmati apa
yang mereka harapkan kepada wakil atau pemimpin yang mereka pilih sesuai
dengan hati nurani dan representatif mereka untuk melahirkan pemimpin yang
mempunyai prinsip keadilan.

Pentingnya sistem pemilihan umum dalam sebuah negara demokratis guna
melahirkan pemimpin yang amanah, adil, dan merepresentatitkan masyarakat
malah dicederai dengan praktik politik uang. Politik uang yang menjadi sebuah
kejahatan luar biasa membuat penulis tertarik untuk meneliti politik uang dengan
menggunakan keilmuan hadis. Dimana politik uang yang juga dilarang pada hadis
Sahith al-Bukhari No. 6786 harus dapat dikontekstualisasikan dengan keadaan
sekarang dalam ajang pemilihan umum di Indonesia sehingga dapat mengurangi

praktik politik uang yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan
fokus, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman hadis politik uang dalam Sahih al-Bukhari No.
67867
2. Bagaimanakah kontekstualisasi hadis politik uang dalam pemilihan umum

di Indonesia?

" Gun Gun Heryanto, ed., Literasi politik: dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia
pascareformasi, Cetakan pertama (Baturetno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 81..
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dari penelitian ini adalah untuk dapat
menjawab rumusan masalah tentang pemahaman hadis politik uang dan kaitan
hadis politik dalam pemilihan umum di Indonesia. Adapun kegunaan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, untuk menambah referensi dan sumbangsih dalam
wawasan intelektual kelslaman, khususnya pada perkembangan studi hadis.
2. Manfaat praktis, untuk memberikan pemahaman terhadap hadis politik uang
yang mana politik uang ini sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia
menjelang pesta demokrasi serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

yang didapat selama di perkuliahan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang politik uang merupakan sebuah penelitian yang sudah
pernah diteliti sebelumnya dengan menggunakan berbagai macam metode dan
pendekatan, termasuk melalui pendekatan ilmu hadis. Penelitian yang telah
dilakukan tentunya memiliki perbedaan masing-masing baik dari metode,
pendekatan, maupun dari fokus kajiannya. Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan sebagai bahan acuan, penulis menggunakan hasil dari beberapa
penelitian yang telah dilakukan.

Penulis menemukan penelitian-penelitian terdahulu mengenai politik uang
yang menggunakan reflektifitas hadis, diantaranya pada jurnal Gunung Djati
Conference Series karya Royan Alawi dan Dodo Widarda dengan judul The

Practice of Money Politics Ahead of Elections in Hadith Review. Dalam penelitian
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ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan sumber
kepustakaan. Dalam menjelaskan hadisnya, penulis menggunakan pendekatan
dengan hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani. Karya Muhammad Nur
Shiddiq dengan judul Money Politics Dalam Tinjauan Hadis Nabi yang diterbitkan
oleh Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, juga membahas mengenai politik uang
dalam tinjauan hadis Nabi. Penelitian ini menggunakan metode muqaranah, yakni
membandingkan sebuah hadis dengan beberapa hadis lainnya yang memiliki
redaksi yang sama atau mirip dalam sebuah kasus yang sama, atau memiliki redaksi
yang berbeda dalam kasus yang sama. Dalam tulisan ini peneliti mengungkapkan
terdapat delapan hadis yang berkaitan dengan tema politik uang dan
menjabarkannya dengan beberapa pendapat ulama. Kedua karya di atas

menggunakan pendekatan keilmuan hadis yang sama-sama menggunakan kata

kunci (rasyi) G&‘}‘\ dan (murtasyi) wﬁ,ﬁ\ dalam mengaitkannya dengan politik

uang.

Untuk membahas politik uang yang ditinjau dari sudut hukum baik dalam
hukum negara maupun dalam hukum Islam, penulis menggunakan dua karya yang
berasal dari jurnal sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Pertama, jurnal Al-
‘Adalah dengan judul Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah
karya Hepi Riza Zen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian bertema
politik uang dengan sudut pandang hukum positif yang menguraikan hukum-
hukum yang tertuang dalam Undang-undang dan regulasi pemilu yang ada di
Indonesia. Selain hukum positif, penulis menggunakan hukum Syariah untuk

menguraikan hukum politik uang yang ditinjau dari al-Quran dan hadis. Kedua,
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karya Jefry Tarantang, dkk. dengan judul Epistemologi Fatwa Tentang Politik Uang
di Indonesia yang diterbitkan oleh jurnal Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan
Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan data primer berupa keputusan
Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia yang bertujuan untuk mengkonstruksi
tentang keharaman politik uang dengan pertimbangan efektivitas fatwa tersebut di
tengah kehidupan masyarakat.

Penulis menggunakan dua rujukan untuk menggambarkan politik uang
dalam pemilihan umum di Indonesia. Pertama, Buku karya Gun Gun Heryanto
dengan judul Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca
Reformasi. Buku ini menyajikan kajian seputar literasi politik dan kontestasi
elektoral yang berkaitan dengan konteks politik di Indonesia. Dalam buku ini
menjabarkan beberapa pendekatan terhadap perilaku pemilih serta analisa terhadap
suatu fenomena politik uang. Kedua, Karya Burhanuddin Muhtadi dengan judul
Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru yang diterbitkan
oleh jurnal Integritas: Jurnal Antikorupsi. Pada penelitian ini penulis memotret
malapraktik politik uang dengan pengukuran berupa pertanyaan. Fokus dalam
penelitian ini adalah memahami praktik politik uang yang melibatkan politisi dan

pemilih dalam pemilu legislatif yang terpapar praktik jual-beli suara.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dari keenam rujukan

tersebut. Pertama, tinjauan politik uang yang menggunakan keilmuan hadis dengan

menggunakan hadis utama yang memiliki kata kunci (suap) 6-::‘}“ dan (penyuap)

-
&

<53\, Dalam penelitian ini penulis menggunakan hadis utama dari riwayat hadis
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Sahih al-Bukhari, kitab al-ahkam, bab: man bdya’a rajulan lad yubayi'uhu illa

liddunya nomor 6786 yang menggunakan kata kunci:

Hal ini yang kemudian menjadi kerangka besar dalam menemukan pembaruan dan
keunikan dalam pembahasan politik vang ditinjau dalam keilmuan hadis selain dari
metode pemahamannya. Selain dalam penyebutan hadisnya yang berbeda,
penelitian ini juga dapat memperkaya dan menguatkan argumen jika politik uang
memang menjadi sebuah keharaman selain dari hadis-hadis yang berkaitan dengan
suap menyuap. Kedua, penelitian tentang politik uang yang ditinjau dari sudut
keilmuan hadis kemudian dikontekstualisasikan dengan praktik pemilihan umum di
Indonesia. Hal ini menunjukkan jika bukan hanya sebuah negara yang mengambil
perhatian dari maraknya politik uang dengan melarangnya dalam sebuah Undang-
undang, namun Islam sebagai agama juga memiliki dasar yang mengelompokkan
politik uang sebagai sesuatu yang tercela. Kesamaan konsep antara larangan politik
uang yang ditinjau dari sudut agama (Islam) dan negara diperlukan karena
Indonesia memiliki penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan
adanya kesamaan konsep tentang politik vang dalam Islam dan bernegara

diharapkan bisa membuat praktik politik uang semakin turun di Indonesia.

Keenam tinjauan pustaka tersebut memiliki berbagai macam perbedaan
dalam mengkaji tema hadis politik uang maupun politik uang dalam pemilihan

umum di Indonesia. Keenam sumber tersebut dirasa perlu untuk digunakan sebagai
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sumber acuan dalam penelitian yang hendak diangkat karena memiliki berbagai

perbedaan dalam metode, pendekatan, dan fokus kajiannya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau theoretical framework merupakan model konseptual
dari suatu teori atau hubungan logis (logical sense) di antara faktor-faktor yang
diidentifikasi penting pada masalah penelitian.!® Dalam sebuah penelitian
pengaplikasian sebuah teori menjadi hal yang penting karena digunakan sebagai
penerapan dalam sudut pandang dan sebagai landasan berpikir.!® Kerangka teori
berguna untuk memberikan kerangka dasar terhadap sebuah landasan penelitian
sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Penelitian ini menggunakan
teori ma’anil hadis yang digagas oleh pemikir hadis asal Indonesia, yaitu Nurun
Najwah.

Ma’anil hadis menurut Abdul Mustaqim adalah sebuah ilmu yang mengkaji
tentang memaknai dan memahami hadis Nabi Muhammad dengan pertimbangan
struktur linguistik, konteks munculnya hadis, kedudukan Nabi Muhammad ketika
menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan
konteks kekinian, sehingga diperoleh pemahaman yang tepat, tanpa kehilangan
relevansinya dengan konteks kekinian.?® Sedangkan secara bahasa ma anil

memiliki arti sebuah makna yang dikehendaki dan hadis memiliki arti segala

18 Inayah Rohmaniyah, dkk, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2022., 10.

19 M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2013, 10.

2 Abdul Mustaqim, llmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan
Metode Memahami Hadis (Y ogyakarta: IDEA Press, 2008), 5.
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sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan,
perbuatan, ataupun persetujuan.?

Pemilihan teori ma ’anil hadis Nurun Najwah pada penelitian ini karena
metode yang ditawarkan memberi ruang pada masa lampau dan mencoba
mengaplikasikannya untuk masa sekarang sehingga menjadi relevan dan dinamis
di masa sekarang. Teori ini tidak kaku dan lebih fleksibel dalam memahami hadis
Nabi. Selain itu Nurun Najwah juga salah satu tokoh hadis Indonesia yang
berkonsentrasi pada kajian ma ‘anil hadis. Menurut penulis, konsep yang digagas
Nurun Najwah dengan metode dan langkah-langkah pemahaman hadis ini memiliki
standar yang jelas, seperti penggunaan metode historis dan hermeneutika sehingga
dapat ditemukan landasan gagasan dalam sebuah hadis yang dapat membantu
memahami hadis dalam kontekstualisasi dan relevansi saat ini.

Metode hermeneutika dalam kajian keilmuan hadis yang digagas oleh
Nurun Najwah memandang hadis sebagai produk yang memiliki rentang yang
cukup panjang antara Nabi Muhammad dan umat Islam sepanjang masa. Dengan
hermeneutika diharapkan teks hadis dapat berdialog komunikatif dan dialektis
dengan pensyarah dan audiensnya yang baru dan terus mengalami perubahan
sepanjang zaman dengan tujuan menghubungkan cakrawala masa lalu dan masa
kini sehingga hadis menjadi lebih fungsional.?? Menurutnya, hermeneutika hadis

adalah suatu cara menafsirkan hadis dengan memperhatikan tiga unsur utama, yakni

2L Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 12.
22 Nurun Najwah, llmu Ma 'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi
(Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 10.
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hadis, pensyarah dan audiens sehingga ketiganya dapat saling

berkesinambungan satu sama lain.?® Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:?*

1.

Memahami hadis dari aspek bahasa, dengan melihat variasi redaksi dari para
periwayat hadis sebagai simbol atau sarana penyampaian makna secara
leksikal (harfiyah) atau gramatikal (makna perubahan kalimat). Aspek
bahasa ini memuat perbedaan redaksi masing-masing hadis, makna leksikal
(harfiyah), dan pemahaman tekstual matan hadis dengan merujuk pada
kamus bahasa Arab maupun kitab-kitab Syarah hadis.

Memahami konteks historis, yakni mengkompilasi atau merekonstruksi
sejarah dari data makro (masa Nabi) dan kondisi mikro (asbabul wurid
hadis) (baik secara eksplisit maupun implisit, serta konteks ketika hadis
tersebut dimunculkan — jika memungkinkan -), yakni dengan merujuk pada

kitab-kitab syarah dan sejarah.

. Mengkorelasikan secara tematik, komperhensif, dan integral, yakni dengan

al-Quran, teks hadis, data-data historis empiris, logika, maupun teori ilmu

pengetahuan lainnya.

. Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya, dengan

mempertimbangkan data sebelumnya (membedakan tekstual dan
kontekstual), yakni dengan menentukan ide dasar yang tertuang secara
tekstual dalam teks, sebagai sesuatu yang historis kemudian menjadikannya

ghayah (tujuan) dan dikorelasikan dengan data yang komperhensif.

23 Ibid, hal. 17 — 18.
2 Tbid, hal. 17 — 27.
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5. Kontekstualisasi, dengan menggunakan teori sosial, politik, budaya
ekonomi, sains, atau keilmuan yang terkait agar dapat

dikontekstualisasikan.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara atau langkah yang dilakukan oleh seorang
peneliti dalam melakukan penelitian.?® Metode penelitian sangat diperlukan oleh
peneliti guna memandu tentang urutan penelitian yang dilakukan agar tersusun
secara sistematis, logis, runtut dan mudah untuk dipahami. Berikut adalah metode
penelitian yang digunakan oleh penulis:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dan
berdasarkan pada data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang hanya
berisikan kalimat dan pertanyaan-pertanyaan. Jenis penelitian ini
menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian
kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data
dari berbagai karya tulis, seperti buku, skripsi, jurnal, kitab, kamus, dan
karya tulis lainnya yang mempunyai keterikatan terhadap tema penelitian
yang dipilih.
2. Sumber Data
Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data
primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam

penelitian ini adalah berasal dari kita al-Kutub as-Sittah, yaitu: Sahih al-

% Inayah Rohmaniyah, dkk. 2021. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. 2022. hal. 10
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Bukhart, Sahih Muslim, Sunan Abt Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan an-
Nasat, dan Sunan Ibn Mdjah. Adapun sumber sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adakah literatur-literatur yang terkait dengan tema
pemahaman hadis politik uang sebagai penunjang kesehatan pemilu di
Indonesia. Literatur-literatur tersebut dapat berupa buku, jurnal, skripsi,
tesis, artikel dan sebagainya.

. Tenik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data menjadi hal yang
penting karena dapat menentukan arah tujuan penelitian. Langkah
pengumpulan data dan teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan
data yang valid sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak diragukan
kebenarannya. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari kitab
hadis primer, terutama kitab hadis Sahih  al-Bukhari. Penulis juga
mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, skripsi, disertasi dan sumber
pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema yang dikaji.

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dapat diolah
menggunakan metode deskriptif analitis. Pada tahapan ini penulis
mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan hadis, lalu menganalisanya
sesuai dengan konteks sekarang. Selain analisis hadis, penulis juga
menganalisis fenomena yang terjadi di zaman sekarang yang masih
berkaitan dengan tema. Kemudian penulis memaparkan untuk menemukan
1si atau pokok bahasan dari hadis dan menelisiknya dengan fenomena atau

keadaan sekarang.
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4. Analisis Data
Dalam tahap analisis data penulis menggunakan teori dari Nurun
Najwah yang mempunyai lima tahapan dalam memahami hadis, yang telah
dipaparkan pada poin sebelumnya sehingga dapat diketahui substansi dari

hadis yang dibahas

G. Sistematika pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan pada tulisan ini dibagi menjadi
lima bab, yakni:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian
pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai politik uang dalam
pemilihan umum di Indonesia dan hadis-hadis tentang politik uang. Pada bagian ini
juga dibahas mengenai fenomena politik uang yang ada di Indonesia.

Bab ketiga, bab ini berisi mengenai pemahaman hadis politik uang. Pada
bagian ini dilakukan penelitian terhadap hadis utama Sahih al-Bukhari No.6786.

Bab keempat, penjelasan mengenai kontekstualisasi hadis politik uang
dalam pemilu di Indonesia. Pada bab ini diuraikan pemahaman hadis utama yang
dikontekstualisasikan dan mengetahui signifikansi hadis politik uang dalam pemilu
di Indonesia.

Bab kelima, bab ini berisi penutup, kesimpulan dan saran dari penelitian.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian telaah hadis politik uang dalam pemilihan umum di

Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Politik uang dalam berbagai teori kerap dikaitkan dengan praktik vote
buying, vote broker dan pork barel. Secara garis besar, ketiga istilah tersebut
merujuk pada praktik jual beli suara yang dilakukan oleh calon pemimpin.
Pemilihan hadis Bukhari nomor 6786 dinilai lebih cocok dalam
menggambarkan praktik politik uang. Pemahaman dalam hadis tersebut
dinilai cocok dengan pemahaman politik uang pada masa kontemporer.
Larangan dari hadis politik uang tersebut akan mengakibatkan kerusakan
dalam sisi sosial politik maupun dalam kepemimpinan .

Pemahaman hadis politik uang dalam riwayat Bukhari 6786 adalah
menganggap praktik pengangkatan pemimpin atas dasar imbalan duniawi
atau yang pada era kontemporer dikenal dengan politik uang adalah sebuah
tindakan yang dilarang. Dalam bernegara, Indonesia juga mengatur larangan
dari praktik politik uang dalam Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017. Selain itu, larangan tersebut juga digunakan untuk dapat
meningkatkan moral dari para pemimpin dengan cara melakukan pemilihan
umum yang jujur, bersih, dan adil. Maka untuk menghilangkan fenomena

praktik politik uang diperlukan berbagai upaya preventif dari berbagai pihak
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dan dari berbagai sudut pandang keilmuan, termasuk menggunakan

keilmuan hadis.

B. Saran

Demikianlah penelitian tentang telaah hadis politik uang dalam pemilihan
umum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata
sempurna. Sebagai usaha untuk mengembangkan penelitian selanjutnya penulis
juga menyampaikan saran bahwa perlunya pengkajian yang lebih mendalam dan
lebih luas mengenai politik uang dalam fenomena politik uang dalam konteks
pemilihan umum di Indonesia. Dalam berbagai kasus-kasus yang membutuhkan
pengertian dan pemahaman yang lengkap dan diberikan kepada masyarakat agar
tidak terlepas dari al-Quran dan hadis yang diaplikasikan pada zaman sekarang.
Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan maupun manfaat

bagi siapapun yang membacanya.
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